SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG
PEDCMAN PELAKSANAAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN
DI PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menetapkan
Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian
Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di
Provinsi Bengkulu; B

b. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Perténian
Nomor 01/Permentan/KB.120/ 1/2018 tentang Pedc»fnan
Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa
Sawit‘ Produksi Pekebun, maka Peraturan Gubernur
Bengkulu Nomor 7 Tahun 2016 sudah tidak sesuai iégi
sehingga perlu diganti; ' |

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Harga'
Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi

Pekebun Di Provinsi Bengkulu;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

[oy

Mengingat
' Pembentukan Prépinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

w

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 308, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 5613);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.
140/9/2013  tentang Pedoman  Perizinan Usaha
Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1180);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman
Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa
Sawit Produksi Pekebun;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN
BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI
PROVINSI BENGKULU.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi
Bengkulu.
Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam lingkup

Provinsi Bengkulu.
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Dinas adalah Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi
dan atau Kabupaten/Kota.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi
perkebunan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.

Pekebun adalah orang perseorangan warga negara
Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan
skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

Kelompok Pekebun adalah kumpulan pekebun yang
terdapat dalam satu hamparan yang membentuk
kelembagaan yang diketahui Dinas Kabupaten/Kota.
Perusahaan Perkebunan adalah badan wusaha yang
berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia
dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola

usaha perkebunan dengan skala tertentu.

i)

. Kemitraan Usaha Perkebunan adalah kerjasama yang

saling menguntungkan, saling menghargai, saling
bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling
ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan

pekebun.

. Kelembagaan Pekebun adalah Lembaga yang ditumbuh

kembangkan dari, dan oleh pekebun untuk memperkuat

dan memperjuangkan kepentingan pekebun.

. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit selanjutnya disebut TBS

adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan

oleh pekebun.

. Minyak Sawit Kasar (Crude Palm Oil) yang selanjutnya

disingkat CPO adalah minyak daging buah.
Inti Sawit (Palm Kemnel) yang selanjutnya disingkat PK

adalah inti biji sawit.

.Indeks “K” adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam

persentase (%} yang menunjukkan bagian yang diterima

oleh pekebun.

. Rendemen CPOQO adalah berat CPO yang dapat dihasilkan

Pabrik dibagi dengan berat TSB yang diolah dan dikalikan

100% (seratus persen).

7. Rendemen PK adalah berat PK yang dapat dihasilkan

pabrik dibagi dengan berat TBS vang diolah dan dikalikan

100% (seratus persen).
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. Rendemen Sisa cangkang adalah sisa cangkang yang

dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang

diolah dan dikalikan 100% (seratus persen).

BABII
TATA CARA PENETAPAN INDEKS “K”

[

Pasal 2

Besaran Indeks “K” ditetapkan paling sedikit 1 (satu) bulan
sekali oleh Gubernur.
Penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud Pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS
kelapa sawit produksi pekebun Provinsi Bengkulu.
Penetapan indeks 'K" sebagaimana dimaksud ayat (1)
dihitung berdasarkan komponen biayva aktual, yang terdiri
dari:
a. pengolahan;
b. pemasaran;
c. pengangkutan ke pelabuhan;
d. penyusutan pabrik;dan
e. biaya operasional tidak langsung.
Penctapan indeks "K' sebagaimana dimaksud ayat ()
menggunakan Rumus sebagai berikut:

HTBS .1

(HCPOp-1jx RCPO@k: prs)) HHPKp-1x RPK At Pxs))

Pasal 3

Perusahaan Perkebunan vang termasuk dalam tim
penetapan harga wajib menyampaikan data rendemen
faktual 1 {satu) bulan sekali.

Data rendemen sebagaimana dimaksud ayat (1)
disampaikan kepada Tim Penetapan Harga Pembelian
Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun paling
lambat minggu pertama pada bulan berjalan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan indeks “K”
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisainkan dari Peraturan Gubernur ini.

http://jdih.bengkuluprov.go.id



http://jdih.bengkuluprov.go.id

e

v

BAB IiI
PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS
PRODIUKSI PEKERUN

Dasiatmtyats Elaros
Fc’{piaydﬁ arga
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scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
didelegasikan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu yang

membidangi perkebunan.

LACE 2R

Produksi Pekebun.
Penetapan Harga TBS sebagaimana dimakasud pada ayat

(1) dilaksanakan paling sedikitl (satu) kali dalam sebulan

po
Penetapan harga TBS menggunakan rumus:
TE OPTITRAE STy . Ty osTy 4% S T T T L FTRUTYS TY T Y Y . AT FTRT S
IBo{F = (P-1) {{ HCPO({P) x RCPCG (Tabj ) + (HPK
{P) x RPK (Tab} ) !}
Pasal 5

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat (3}

terdiri dari unsur:
a. dinas yvang membidangi perkebunan Provinsi dan

Kabupaten/Kota;
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asosiasi pengusaha kelapa sawit;dan

e. perwakilan kelembagaan pekebun.

Tim sebagaimana dimaksud pada aya

CrilfieR T ELN 85581

merumuskan dan menetapkan indeks “K7;

melakukan mediasi penyelesaian permasalahan harga

TTBS antara Perusahaan Perkebunan dan
pekebun/kelembagaan pekebun;dan
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c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim
penetapan harga pembelian TBS kepada Gubernur.

3agian Kedua

1
Pemanfaatan sisa cangkang oleh Perusahaan Perkebunan
Pl il e ol | B PP ~ilae Al
dilue untuk seplrivan bahan oagar boiler 5 Gt

perhitungkan sebagai nilai tambah harga TBS bagi
Pekebun.
ketentuan lebih lanjut pemanfaatan sisa cangkang

gaimana  dimaksud pada ayat (1) sebagaimana

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ifi.
BAB IV
KELEMBAGAAN, PERJANJIAN KERJASAMA

Raomarn Ksea
.-E—J(-A&J-M.LJ— AR nd

Pasal 7
Setiap pekebun harus membentuk kelembagaan Pekebun
| 5 PRI SUSRPTI. atasmbammnam cnhomairmaias  amalarad s
remocntigan KCiCoagaan scuoagaimana alimaxsua pada

ayat {1}, terdiri dari beberapa orang Pekebun, yang memiliki
jumiah Luas lahan minimal 20 Ha dalam satu hamparan

vang difasilitasi oleh Dinas

+ 4 -
Pekebun yang telah membentuk Kelembagaan waji

Kelembagaan pekebun mempunyai kewajiban:
a. mengajukan permohonan perjanjlan kerja sama
pembelian TBS kepada perusahaan perkebunan calon

n menyampaikan tembusan
b. membina anggota kelompok untuk menghasiikan TBS
vang memenuhi persyaratan vang disyaratkan

Perusahaan Perkebunan dan;

c. melaporkan setiap perubahan luas kebun kelompck
Haan 34 penlaly mrvemnte rdisads Dasman i i ban
Gali juiiladl aiiggowd Kopada rilfusadiaall iida
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Bagian Kedua

Perianjian Kerjasama

m e iy ] N DR =Y Tlnail oo lrasmads
menjla: sCiurudl nash: pancii gépada

perusanaan Perkebunan melaiul kelembagaan pekebun.

Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan

Perkebunan dengan kelembagaan Pekebun
~ PO T e o v o e armn dirnalratrd 3~ wrat )Y
PLT}& 1jiail LCrjasaima évbagaima 1a Qiiads8Ua pada ay at \2;

memuat antara lain:
. Identitas para pihak;

a
b. Hak dan kewajiban

c. Kondisi kebun meliputi
1 L 1, > RO, B PSS b PR P
1. 11INEHKAT pomcidnraaan

2. Persentase Tenera

3. Persentase Dura dan

d. Jangka waktu kerjasama;

c. sanksi

Bentuk naskah perjanjian kerjasama  sebagaimana
tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9
Perusahaan Perkebunan wajib melakukan pembelian TBS
secara langsung kepada lembaga pekebun tanpa melalui

pedagang perantara.

Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Alalranmnleran abac daaad Asfianiian learig aorrn
RALLCARGICUI GG | Glidand o aad iJC.i. CLEJ.&C&L.L ANU s jC8 Dadirica

Perusahaan Perkebunan yang akan melakukan perjanjian
kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2] harus
mempertimbangkan kapasitas olah TBS Perusahaan
Perkebuinan, sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas
TBS Kelapa sawit di Perusahaan Perkebunan.

Perjanjian Kerja sama sebagaima
dilakukan berdasarkan pada azas manfaat yang saling
menguntungkan, saling menghargai, saling

bertanggungiawab, saling memperkuat dan berkelanjutan

irh 111 seiall) <2ii.
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Perusahaan perkebunan wajib membeli TBS kepada
W alowmataas am Daleals e cons Aoereme heven  worier  telale
neifmoagaall rekXeoull sésual qengan narga yang telah

ditetapkan oleh Gubernur.

Perusahaan Perkebunan dilarang membeli TBS kelapa

sawit kepada Lembaga Pekebun vyang telah terikat

perjanjian kerja sama dengan perusahaan Perkebunan lain
D e Tttt AT st T TG T T Qe

Le iuaga roriuuir diialdiilyg diCiiyjuadr 100 n]lidpd odw it

kepada Perusahaan Perkebunan yang tutdak terikat
perjanjian kerja sama dengan lembaga Pekebun.

Dalam hal terjadi sesuatu keadaan yang memaksa,

erusahaan Per Eﬂ;nbh;;aﬂ miwra Lséar; dai.fat €roperasy,

Perusahaan Perkebunan lainnnya untuk membeli dan

mengolah TBS Kelapa Sawit mitra.

T

Perusahaan Perkebunan melakukan Pembinaan terhadap

T ermhaona Dalrahiirn vana m
u\.&llsk]&—té“ W S RS ES=

BABV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Gubernur melaksangkan pembinaan dan pengawasan
tarhiadan nelalreanaan nermbalisn TR
tliildudp plidnddildadii Poiiivllidii 1450,

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada avat (1} dilaksanakan oleh Dinas yang
membidangi perkebunan/pertanian.
BAB Vi
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

administratii.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada avat (1)

b. Penghentian sementara kegiatan;dan/atau

¢. Pencabutan izin.
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(3) Tata cara pemberian sanksi administratii sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Kepala Dinas sesuai dengan  kewenangannya
memberikan peringatan tertulis kepada Perusahaan

dimaksud pada ayat (1).
b. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada avat

paling banvak 3 (tiga) kali baik secara

jangka waktu 1 (salu} bulan sejak
peringatan tertulis terakhir diberikan, perusahaan
Perkebunan belum juga memenuhi ketentuan
dalam peringatan tertulis,

alr IroomnAdn Daoria
masa rx\,r;udu, ferus

diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan;dan
d. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu} bulan sejak

sanksi penghentian sementara kegiatan diberikan,

Perkebuinan  tidak jusa memenuhi

diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ¢
diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat vang berwenang

sesuai dengan kewenangannya

LTRALL .

{1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,
Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi selama 1 {satu)

tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

(2) Ketentuan mengenai Kelembagaan Pekebun, Perjanjian
1- et £3 vy ~ Qe lons s PIT S S el rmive ~ Ty ey
«CIja Ssaina dan Sanksi Administratif se gagaiimana yang

o

T -

diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11

dan Pasal 13 mulai berlaku setelah 1 {satu) tahun seteiah

Peraturan Gubernur ini diundangkan.

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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BAB Viil
PENUTUP

A B nFE I Tren Caalssermeye P opmemadie® Ao X Mne  Phssua i
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlal U, rcraturan

~ s

Gubernur Bengkulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar

Kelapa Sawit Produksi Pekebun Di Provinsi Bengkulu (Berita
Daerah Proving: Renolkiuihii Tahun 2016 Nomor '7} dinvatakan
e LA LAL S B 5 ¥ 2k islE e S .LDAa‘iN\Lu LA LivAaks i N AN A A L
dicabut dan tidak berlaku.

Pasai 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di

undangkan.

<
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
i1l A eyt Dasradireans 33 bhioaeea iax TV aesrror e L e
pengundangain reratdran GUDCTTUr inl aengan péncmpatanya

Stat di Bengkulu

TN I
lJiL‘./‘CLlJ‘S.CLLL Ui: 2503 SXLA.LL&

pada tanggal 28 Desember 2018
P!TDFQT\TI ‘D TN }Zf ITTT
A LJVJ

S AZALENAN N IR A0ALINST

F PF‘TARIQ AE *AH PROVINSI BENGKULLJ,
ttd.
NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 64

. : RO HUKUM

P lk'\-!..r.i.’
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LAMPIRAN
i\tGNIOK o4
TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN

VA ATT™Y T TIA YA ?T

TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SA !v'

PRODUKSI PEKEBUN DI PROVINSI BENGKULU

TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS “K”

[

. Penetapan indeks "K"
Penetapan indeks “K” dilakukan berdasarkan harga pe mglan, biaya

enet nj
pengolahan dan pemasaran mm‘ydk sawit kasar (LPO ) dan inti sawit serta

biaya penyusutan.
-

2. Komponen biaya pengo la}“an dan pemasaran minyak sawit kasar (CPO)
dan inti sawit (PK) serta penyusutan pabrik sebagai berikut :

No ! Jenis Biaya Rp/Kg | Keterangan
I PENGOLAHAN B ]
A Biaya mun dan Lingkungan Jumlah
1. Umum Pabrik seluruh
2 Pengo!ahau Limbah biaya
pengolahan
B. | Gajidan ’!‘uujangan (A+B+C+D+
i. Gaji dan tunjangan pegawai staf E) yang
di Pabrik dikeliarkan
2. Gaji dan upah pegawai non stai perusahaan
di Pabrik perkebunan

1
2. Bahan knma dan nerlengkapan

uﬂi.uin pl,ﬁguxauau
3. Bahan dan alat Analisa

4.Bahan bakar dan minyak
pelumas
S. Penerangan dan air
6. Pengangikutan dalam pabrik
(Forklift)
D. | Pemeliharaan
1. Pemeliharaan ban ngunan pabrik
2. Pemeliharaan mesin, instalasi
dan perlengkapan lainnya
E. | Biaya Pengepakan/kemasan

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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1 PEMASARAN

A. | Sewa tangki timbun Jumilah
B. ! Instalasi/pemompasan minyvak pengeluaran
| sawit kasar seluruh
C. | Asuransi barang/produksi biava
D. | Ongkos pemuatan pelabuhan pcmasarai
E. | Provinsi bank sesual
™ 3 1 3 1001 : Ac oy
F. | Analisa dan sertiiikat QelgsaLl
pengeluaran
§ | | masing
f | perusahaan
, 7 - o L perkebunan
I PENGANGKUTAN KE PELABUHAN
Pengiriman  dari  pabrik ke
| nelabuihan
L A B . . = PR
v,  PENYUSUTAN PABRIK )
Dihitung
Penyusutan mesin, instalasi dan bangunan | menurut
pabrik harga
perolehan
pabrik
secara

proporsional
| dikurarngi

nilai sisa di
bagi dengan

| perkiraan
| jumlah
produksi
berdasarkar
kapasitas )
| pabrik |
V | BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG
A. | Cost Of Money(Bunga dan biaya | 0- 1,33 % | Total nilat
bank, asuransi keamanan ke-3  (tiga)
pengiriman uang) komponen

biaya tidak

B. Penyusutan timbangan | 0 - 0,30 % ! langsung
CPO/PK dalam transportasi maksimum

sebesar 2,

~ N ong

s - 7 - 0o Yo
C. | Overhead kebun plasma 1 0-1%

{kegiatan penetapan harga TBS,

pembinaan pekebun dan

kelembagaan pekebun)

i i i

pengangkutan TBS ke pabrik merupakan beban

|
Catatan : Biaya
Pekeb

ebun, karena itu tidak dimasukkan kedalam perhitungan
biaya tersebut diatas
. Biaya Penvusutan

Besarnya biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan mectode
penyusutan satuan hasil produksi (service output). Berdasarkan metode
besarnya biaya penyusutan diperoleh melalui cara membagi harga
perolehan (aktiva) pabrik secara proporsional (dari nilai investasi) di

kurangi nilai sisa dengan perkiraan jumlah produksi selama umur

ekonomis.
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Harga Perolehan Pabrik-Nilai Sisa
Perkiraan Jumilah produksi

Dengan pengertian:
a. Harga nprnlphg n ﬂgbrﬂ{ dihitna ng herdasark

pembangunan pabrik mulai dari harga beli mesin dan pﬁfaidldil Lndyd
pemasangan dan biaya i coba serta b],qv::z bangunan.

b. Nilai sisa uifuLLifig berdasarkarn ﬁai"ga pleh& sctelah mmelewali umur
ekonomisnya dan besarnva sangat tergantung kepada kondisi masing-
masing pabrik, tetapi nilai sisa ditetapkan 5 % (lima persen) dari harga
perolehan nabr}.k

c. Perkiraan jumlah produksi dihitung berdasarkan kapasitas pabrik
selama umur ekonomis dimana untuk mesin dan peralatan serta
bangunan dihitung selama umur ekonomis sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

d. Realisasi tambahan investasi baru dihitung dalam total biaya
penyusutan.

4. Perhitungan Besarnya Indeks “K”
HTBS (P-1)

dengan pengertian
}}TES {P-1j = H&’” 251 TBS dl i ubi 1}‘1 P‘Cﬁuu\, SCbL1 mnya
HCPO -1 = Nila1 realisasi rata-rata tertimban g penjualan
ekspor dan lokal CPO (harga FOB bersih) pada
periode sebelumnya;
HPKpp 1y = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan
ekspor dan lokal PK periode sebelumnya
RCPOaxt pxs) = Rendemen CPO aktual di Pabrik dalam periode
sebelumnya
RPK(axt prs) = Rendemen PK aktual di Pabrik selama dalam
periode sebelumnya
5. Cara Perhitungan Besarnya Indeks "K"
No. | Uraian | Minyak Sawit | Inti Sawit (PK) | TBS Ket.
(CPO)
Ekspor | Lokal | Ekspor | Lokal
1 2 3 4 3 6 (d 8
1 Harga X X X X Harga Penjualan
CPO CPO dan PK pada
dan PK periode
(FOB) sebelumnya
2 Pajalk X X X X Seluruh
dan pajak/pungutan
punguta vang dikenakan
n } sehubungan
Ekspor ‘ dengan
pelaksanaan
penjualan CPO
| dan PK
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Biava X X X X | Sesuai dengan

Pemasa pengeluaran Riil

ran | ]

Harga X X X X Dihitung no 1-2-3
PG

dan PK

(FOB

bersih)

5 Pengang Dihitung menurut
kutan Pengeluaran riil
ke
Pelabuh
an

6 Harga Dihitung No 4
bersih dikurangi 5
CPO
dan PK
di

7 Rendem Rendemen aktual
en dipabrik sclama

dalam periode
sebelumnya

3 Harga No 6 dikaii No 7
TBS

9 Persent Rata-rata
ase persentase volume
Volume penjualan pada
penjual periode
an sebelumnya ]

10 Harga Harga Rata-rata
TBS TBS tertimbang
Rata- untuk ekspor dan
rata ex lokal
Pabrik {penjumlahan

hasii perkalian No
8] x 9}

11 Biaya X Juilah seluruh

Pengola biaya pengolahan

' han vang dikelunarkan
pada periode
sebelumnya

12 Penyus Dihitung menurut
utan harga perolehan

pabrik secara
proporsional
dikurangi nilai
sisa di bagi
dengan perkiraan
jumiah produksi
berdasarkan
kapasitas pabrik,
umur ekonomis
pabrik 15 th

i3 Nilai X Dihitung No 10

| TBS dikurangi No. 11
ditimba dan no 12
ngan g
parik E
1
i
i
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14 Biayva X Jumlah seluruh

Operasi biaya operasional
onal tidak langsung
Tidak vang dkeluarkan
Langsu pada periode

ng sebelumnya yaitu

terdiri dari Cost Of
Money (bunga dan
biaya bank,

asuransi
keamanan uangj,
Penyusutan
Timbangan

CPO/PK dalam
transportasi, dan
Overhead kebun
plasima.

Niai biaya
operasional tidak
langsung sebesar
2.63% dari nilai
TBS ditimbangan

pabrik.
15. | Nilai x | No. 13 dikurangi
TBS di Noc. 14
pabrik
15
Keterangan : Indeks “K” B siceAmeRetas BRSETEGES §§ S RARERRENALS $5 x 100%
(4x7) + (4x7)
Minyak sawit  Int sawit

Hal-hal yang wajib dipatuhi dalam penetapan Indeks "K" sebagai
berikut :

a. Harga CPO dan PK (Free On Board) yang dipakai dan a
disampaikan perusahaan merupakan harga penjualan CPO dan
(Free On Board) Provinsi Bengkulu termasuk PPn vang dilengkapi
dengan bukti jual beli dan invoice CPO dan PK pada periode
sebelumnya;

b. Apabila harga CPO dan atau PK sebagaimana dimaksud pada
huruf (b) terjadi deviasi 2,5 % (dua koma lima persen) antara
scsama anggota Tim Penctapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit
Produksi Pekebun maka data tersebut tidak diikutkan dalam
perhitungan. Apabila scluruh perusahaan tidak melakukan
penjualan maka harga CPO dan atau PK menggunakan data
realiasi penjualan kantor pemasaran bersama milik Badan Usaha
Negara;

c. Perusahaan yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO
dan/atau PK harus melaporkan secara tertulis yang menyatakan
perusahaannya tidak melakukan penjualan CPO dan atau PK
kepada Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit
Produksi Pekebun dan Perusahaan ini wajib menghadiri rapat
Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekeburi;

d. Apabila terdapat data vang diragukan oleh Tim Penetapan Harga

Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun maka Tim
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e. Apabila Tim Penetapan Harga Pembelian T
Produksi Pekebun tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap
perusahaan  tersebut, maka perusahaan tersebut tetap
ditkutsertakan dalam penetapan harga dengan menggunakan

BS Kelapa Sawit
0

indeks "K" rata-rata perusahaan yang ikut pada periode yang
bersangkutan;

iy

Apabila 3 ({tiga) kali Dberturut-turut perusahaan tdak
menyvampaikan data dan/atau tidak menghadinn rapat tanpa
pemberitahuan, maka Tim Penctapan Harga Pembelian TBS Kelapa
Sawit Produksi Pekebun akan melakukan peninjauan langsung ke
perusahaan untuk melakukan klarifikasi data, yang biaya Tim
ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan;

g. Perusahaan perkebunan yang bermitra dengan kebun baik mitra
plasma maupun mitra swadaya wajib ikut serta dalam penetapan
harga TBS dan duduk sebagai anggota Tim;

h. Petugas yang ditunjuk perusahaan untuk menghadiri rapat

penetapan Harga TBS harus mempunyai kewenangan atas nama

perusahaan yang bersangkutan;

Apabila terdapat usulan Indeks 'K' perusahaan yang meragukan,

maka Tim Penetapan Harga Pembelian tandan buah segar Kelapa

Sawit Produksi Pekebun melakukan klarifikasi dengan meminta

data/bukti pendukungnya dan apabila hasil Klarifikasi dapat

diterima, maka Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit

Produksi Pckebun tetap menyertakan indeks “K” perusahaan

tersebut dalam perhitungan nilai rata-rata tertimbang indeks "K'

Provinsi jika tidak memenuhi maka menggunakan data rata-rata

indeks "K Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit
P

a8

Produksi

’;7‘ Tnfe o

ata Cara Penetapan Harga TBS

Data yang diperiukan untuk penetapan harga pembelian TBS kelapa

sawit produksi pekebun adalah:

a. kontrak penjualan CPO dan PK periode 1 (satu) bulan sebelumnya
dan harus diperlihatkan kepada Tim Provinsi;

b. daftar rekapitulasi seluruh penjuatan CPO dan PK pada periode 1
(satu) bulan sebelumnya;

c. rendemen CPO dan PK berdasarkan rendemen tabel yang tertuar
dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentan
Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa
Sawit Produksi Pekebun;

d. rendemen CPO dan PK bagi TBS Mitra swadaya diterbitkan oleh

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi

Bengkulu yang merupakan hasil pengujian rendemen CPQO dan PK

pekebun swadaya oleh PPKS;

rendemen sisa cangkang ditetapkan 1,0 % - 2,0%

apabila diantara beberapa PKS tidak menyerahkan data huruf a dan

huruf b, maka Tim Penetapan Harga TBS menetapkan harga CPO

dan PK dengan mengacu pada Harga Tender CPO dan PK yang
bersumber dari Kantor Pemasaran Bersama milik Radan Usaha

2L =835 8 AFCRICAEE

= O

HTBS (P) = K(P-1) {{ HCPO{
(Tab) ) }

dengan penjelasan :
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O

H TBS (P) : Harga TBS yang diterima oleh Pekebun di tingkat
pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg pada periode
berjalan (P)

K (P-1) : Indeks Proporsi yang menunjukan begian yang

iterima oleh  pekebun dinyatakan dalam

ersentase (%) pada periode sebelumnyva
HCPO(P) : Harga rata-rata CPO tertimbang realisasi
penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing
perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan
dalam rupiah perkilogram (Rp/kg)
HPK (P} : Harga rata-rata PK tertimbang realisasi penjualan
ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan
pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah
perkilogram (Rp/kg)
RCPO (Tab) : Rendemen CPO tabel di
(7o)

ab) : Rendemen PK tabel dinyatakan dalam persentase
(%)

PEMANFAATAN SISA CANGKANG

g o

4 b
y

u

2

o
£
>
&
¥
5
&
5

g
4]
4
[¢2]
D
s
c+
W
4]
¢

Perusahaan yang memanfaatkan cangkang dalam proses pengolahan TBS
jika terdapat sisa cangkang yang dijual dapat diperhitungkan sebagai nilai
tambah bagi pendapatan pekebun. Harga penjualan sisa cangkang
perusahaan diperhitungkan berdasarkan invoice dengan tonase penjualan

D -~ ~ by P i Ay o~ - roytn e T
Penetapan nilai tambah cangkang menggunakan rumus:

NT = (D/C)X (A)X(B) = Rp/Kg TBS

A =  jumlah sisa cangkang

B =  Harga cangkang Rp/Kg

C =  Jumlah TBS vang diolah dalam bulan tersebut
D - Jumlah TBS Plasma

BENTUK NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN DAN PEMBELIAN
BERKELANJUTAN INDUSTRI PENGOLAHAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS)
KELAPA SAWIT KELOMPOK PEKEBUN MITRA SWADAYA DENGAN
PABRIK KELAPA SAWIT

Pada hari ini tanggail ...... tahun ...... bertempat Al ..ooovevneinviniieenennen..

kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama TsssErEraEaes

Jabatan Y 0 B

Alamat .

Bertindak untuk dan atas nama PT. ..............................vang selanjutnyva

Nama RS e
Jabatan LA
Alamat
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Bertindak untuk dan atas NAM&A ......cc.ccceeviieienenreeneneneeceennn. (Kelembagaan
pekebun kelapa sa‘mt} yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sepakat untuk membuat perjanjian pengolahan dan Pembelian Tandan
Buah Segar fTBQ\ dengan syarat-syarat qeha091 berileut .

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
a. Menolak bahan baku / TBS yang dikirimkan pihak ked
tidak sesuai dengan mutu, van elah d1senakat1

b. Mendapatkan mutu bahan baku/ TBS sesuai dengan yang telah
disepakati.

a. Menerima pemba"araﬂ dari pihak pertama sesuai dengan harga,
voiume, mutu dan waktu ydng telah disepakati bersama;
h. Mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik

budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan

kualitas, penanganan pasca panen;

Pasal 2

KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewanban

o ; - . - Yraply SANCE -
Menerima bahan baku TBS dari pmak LEGUAa yang vo}umc, muty,

a.
frekuensi dan waktunya sesuai kesepakatan;
b. Melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga,

volume, mutu TBS dan waktu yang telah disepakati;

c. memberikan pembinaan teknis budidaya, teknis dan penetapan
waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pasca panen
dan sebagainya

{2)PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

a. Memberikan bahan baku/TBS kepada pihak pertama yang volume,
mutu, frekuensi dan wakiu penglnmdn sesuai dengan kesepakatan.

b. Melakukan dan meiapork.an jenis tanaman, umur tanaman dan
peme:ﬁharaan yang sesuai dengan standar mutu teknis sehingga

memperoleh kualitas bahan baku yang baik;
g tepat dan sesuai dengan teknik

._an

o S——

5 mmdnukdﬁ panen pada waktu yai
pemanenan yvang benar.

o+

Pasal 3
SYARAT MUTU TBS

TBS yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12. 5
% (dua belas koma lima persen) dari berat TBS keseluruhan yang
diterima pabrik;

b. tandan terdiri dari buah mentah 0% (nol persenj, buah matang minimal

95 % (sembilan puluh lima persen) dan buah lewat matang maksimal 5

% {lima persen)

tandan tidak boleh bergagang panjang;

tidak terdapat tandan jy’ang kosong;

tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari

sampah, tanah, pasir atau benda lainnya;

tidak terdapat TBS Vang dikirim ke pabrik beratnya kurang dari 3 Kg (tiga

1-ilaoe

Lusgra m) Per t tand

o oo

b,
.
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Pasal 4

T TR T Y Pt =

Rendemen CPO dan Kernel dari tanaman dengan umur beraneka ragam
menggunakan berat rata-rata TBS yang dikonversi dengan umur tanaman

LALALE

seperti tabel dibawah ini

| - RENDEMEN | RENDEMEN UMUR
NO BERAT TBS TENERA DURA TANAMAN
(KG) CPO % | PK% | CPO % | PK% | TAHU!
1. [3.0sd4.9 17.50 | 3.67 | 15.66 | 4.03 3
2. [5.0s.d5.9 19.07 | 4.13 | 17.06 | 4.54 4
3. 16.0sd7.4 1993 | 470 | 17.83 | 5.17 5
4. |7,5sd809 20.84 | 4.85 | 18.32 | 5.26 6
5 19.0sd 1009 20.75 | 479 | 1857 | 5.33 i
6. |11.0s.d13.5 21.22 | 5.02 | 18.99 | 5.52 8
7. 13.55.d415.3 2169 | 5.03 | 19.41 | 5.53 9
| 8. |>154 22.34 | 5.03 | 19.99 |5.53 | 10-20
9. |- 2227 1505 1993 | 533 21
10. |- 21.92 | 5.05 | 19.61 | 5.52 22
11. |- 2166 | 505 | 1038 | 553 23
12, |- 20.80 | 5.05 | 18.61 | 5.53 24
13. |- 20.03 | 505 1702 553 25
Pasal 5

PENALTY

P % 5y

a. Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah di pabrik sebagai
berikut:
a. Buah mentah {gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar

2]

g

50 % x berat BM x berat TBS yang diterima
dengan pengertian:

angka 50 % : efisiensi vang dicapai pabrik bila mengolah
buah mentah
BM : persentase buah sangat mentah

Buah lewat matang didenda sebesar 25 % x (BLM — 5 %) x berat TBS

yang diterima, dengan pengertian:

angka 25 % : banyaknya brondolan yang tidak terkutip
karena lewat matang

BLM : persentase jumlah buah lewat matang

angka 5% : batasan BLM yang diperbolehkan

Tandan koson

g didenda sebesar 100 % x TK x berat TBS yang
diterimna dengan pengertian:

my>

jumlah tandan kosong

Buah Gagang Panjang (BGP) didenda sebesar 1 % x BG x berat TBS
yang diterima
dengan pengertian:

angka 1 % : perkiraan berat gagang panjang dan berat
TBS

BG : persentase jumlah tandan  bergagang
panjang
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e. Brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5% didenda sebesar 30
% x (12,5 %- X) x berat TBS yang diterima,
dengan pengertian:
Angka 30 % . kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan

X : persentase jumlah brondolan vang dikirim

bty
G
o 13
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et
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e
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o
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o

sebesar 2x berat kotor

TBS vang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 Kg per tandan, jika

kurang dari 3 Kg per tandan didenda sebesar 70 % x berat TBS yang
diterima

7

Pasal ©
SANKSI

(e B BA N

(1) Apabila PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (ij maka PIHAK KEDUA
membuat surat teguran pada PIHAK KESATU jika keadaan tidak ada
perubahan maka PIHAK KESATU memberitahukan pada Gubernur
untuk penyelesaian masalah.

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) maka PIHAK KESATU
membuat surat teguran pada PIHAK KEDUA jika keadaan
tidak ada perubahan maka PIHAK KESATU memberitahukan pada

Gubernur untuk penyelesaian masalah.

Perjanjian ini beriaku sekurang-kurangnya selama 10 (sepuiuhj
tahun dan dapat ditinjau kembali sesingkat-singkatnya setiap 2 (dusa)
tahun sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8
EVALUASI

Evaluasi terhadap proses pembayvaran oleh perusahaan kepada mitra
dilakukan secara berkala setiap minggu seperti halnya dengan
Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Mitra Plasma.

Pasal 9
PENYELESAIAN SENGKETA

engketa yang muncul antara PTHAK KESATU dan

P

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PIHAK KESATU
dan PIHAK KEDUA tdak berhasil dilakukan, maka dilakukan
penyelesaian dengan melibatkan Gubernur sebagai mediator.

{3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak Pemerintah Provinsi

tidak dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui

pengadilan Negeri di Provinsi Bengkulu sesuai peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 10
PENUTUP

Hal-h: ygncr beluim cukun distur dalam kpsgngkafa ini akan diagtur

Lip SRR LRI Rle £

nudlaii sesuai dengan Kesepakatan para pihak

ke
Demikianlah oengangmn ini dibuat dalam tiga rangkap bermaterai

R, sleoey un e

cukup, ma mg masing pihak mendapat satu rangkap yang seimuailya

o " Ph. 5.4 SN - el
dtﬁgan diketahu O;Lh i

Mengetahui,
Kepala Dinas

TATA CARA PANEN, MUTU PANEN, SORTASI, PENGANGKUTAN,
PENETAPAN BERA’“ BUAH, PENETAPAN RENDEMDI\ PEMBELIAN,
PEMBAYARAN, INSENTIF DAN SANKSI.

1. TATA CARA PANEN

1

a. TBS yang dapat diterima pabrik minimal 3 Kg (tiga kilogram) per

tandan.

b. Rotasi panen dilakukan sekali dalam tujuh hari dan pada keadaan

0

tertentu disesuaikan dengan kenyataan potensi produksi.
Brondolan yang dikirim ke pabrik harus bersih, tidak bercampur
tanah, pasir dan sampah lainnya.

d. Brondolan yang dikumpulkan dari piringan dimasukkan dalam

karung dan dikirim ke PKS bersama-sama dengan tdnadnnya

e. TBS yang dapﬂnen harus ﬂepat diterima di pabrik pada hari yang
sama atau tidak iebih dari 24 {dua puluh empatj jam sejak dipanen.

2. MUTU PANEN
a. Mum panen TBS adalah hasil penilaian terhadap kematangan

93

panen, buah menginap atau tidak, gagang panjang dan pendcek sert
jumlah persentase dan mutu brondolan vang diserahkan;

b. Matang panen untuk tandan yang boleh dipotong adalah qpabﬂa

dijumpai brondolan dipiringan sebanvak 1 (satu) butir lepas per Kg
TBS;

Buah menginap adalah buah Vang diserahkan ke pabrik setelah iebih
24 (dua puluh empat) jam sejak dipanen;

d. Gagang panjang adalah gagang TBS yang panjangnya lebih dari 2,5

cm {dua koma lima centimeter) diukur dari pangkal tandan dan
potongan bentuk huruf V,
e. Penilaian mutu panen 'T‘Rq yang diterima di pabrik diberlakukan bagi

seluruh TBS, baik yang berasal dari “el usahaan Perkebunan,
Pekebun/ kelembagaan Pekebun dan kebun lainnya.
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Kmembaga peKeDun.

b. Sortasi TBS dilakukan di loading ramp melalui bongkar lantai uintuk
pemeriksaaan total dilakukan setiap truk yang masuk di bongkar
dan dituang serta disortasi oleh petugas pabrik vang diawasi oleh
wakil Kelembagaan Pekebun.

c. Hasil sortasi TBS di pabrik disampaikan secara resmi oleh

Perusahaan Perkebunan pemilik PKS kepada Pekebun melalui

Kelembagaan Pekebun
d. Buah yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan scbagai

berikut:

1. brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan
minimal 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari berat TBS
keselur“hm yang diterima pabrik
tandan terdiri dari buah mentah U“/b (nol persen), buah matang
minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dan buah lewat
matang maksimal S % (lima persen‘};
tandan tidak boleh bergagang paniang;
tidak terdapat tandan kosong;
tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari
sampah, tanah, pasir atau benda lainnya,

TBS yang dikirim ke pabrik beratnya tidak kurang dari 3 kg (tiga

kilogramy) per tand

J"F

5\“‘)

SN

o

PENGANGKUTAN BUAH

a. Kelompok Pekebun atau Kelembagaan Pekebun bertanggung jawab
dalam pengangkutan buah dari tempat pemungutan hasil (TPH)
sampai ke pabrik dan buah tidak diperkenankan tertinggal aaidm alat
angkutan;

b. Truk angkutan buah yang dipersiapkan hendaknya seban
produksi buah vang dipanen;

c. Truk angkutan buah diwajibkan menggunakan jaring penutup
menghindari jatuhnyva buah.

PENETAPAN BERAT BUAH

Penetapan berat buah dilakukan di pabrik Perusahaan Perkebunan
inti/' mitra dengan timbangan yang telah ditera secara periodik oleh
instansi berwenang yaitu Badan Metrologi.

PENETAPAN RENDEMEN CPO DAN PK TBS MITRA PLASMA

Penetapan rendemen CPO dan PK dilakukan setiap 5 tahun;

Lembaga yang melakukan penetapan rendemen L,EO dan PK adalah

embaga atau badan yang berkompeten dalam budi daya kelapa

sawit dengan laboratorium yang terakreditasi. Di Provinsi Bengkulu

ditetapkan Pusat Penelitian Kelapa Sawit;

Sample mewakili areal setiap afdeling atau satuan pemukiman dan

mewakili setiap tahun tanam pada afdeling tersebut;

Pelaksanaan pengambilan sample umadm oleh Lembaga Pekebun,

Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi

Bengkulu dan Perusahaan Pemilik PKS;

e. Pelaksana tugas penetapan rendemen CPO dan PK harus
menyerahkan data primer hasil analisa Laboratorium ke Dinas
Tanaman Pangan Hortikuitura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu;

o
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f. Rendemen untuk Mitra Plasma Provinsi Bengkulu diterbitkan dalam
bentuk Keputusan Gubernur.

wlid A% 592

PENETAPAN RENDEMEN CPO DAN PK TBS MITRA SWADAYA

ekebun Swadaya yang akan bermitra dengan Perusahaan Pemilik

KS, sebelum bermitra dengan perusahaan pemilik PKS mereka

ergabung membentuk lembaga seperti koperasi atau kelompok

ekebun berbentuk badan hukum.

b. Lembaga Pekebun Swadaya yang terbentuk melakukan inventarisasi
terhadap kebun kelapa sawit mereka meliputi;

J

o
e

9o

1} Luas areal tanaman kelapa sawit setiap anggota kelompok
2) Tahun Tanaman setiap anggota.

Ak A:A :
3) Jenis tanaman yang dibudidayakan, ratio masing-masing jenis

tanaman (Tenera dan Dura)

4) Produksi TBS/ha per hari, per bulan dan per tahun.
5) Jarak antaraareal dengan PKS
6) Kualitas Jalan

c. Lembaga pekebun tersebut membuat permohonan pada PKS terdekat

yang berpeluang untuk bekerja sama membentuk mitra
swadaya karena masih memerlukan bahan baku TBS dari pihak
luar. Permohonan tersebut juga ditembuskan ke Dinas Tanaman
Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu dan Dinas
vang membidangi perkebunan kabupaten/kota.

Untuk menentukan sistem pembelian TBS apakah Mitra Plasma

sama dengan Mitra Swadaya maka Dinas Dinas Tanaman Pangan

Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu membentuk Tim

Assesment TBS Mitra Swadaya, yang bertujuan untuk menentukan

Rendemen CPO dan PK pada setiap umur tanaman dan atau

rendemen rata-rata dari | (satu) hamparan yang terdiri dari jenis

Tenera dan Dura.

e. Berdasarkan hasil analisa rendemen maka dapat ditetapkan
rendemen TBS pada areal mitra swadaya (yang merupakan kombinasi
Tenera dan Dura pada ratio tertentu), yang dituangkan dalam surat
perjanjian.

f. Penctapan rendemen Mitra Swadaya membutuhkan wakiu yang
lama, maka dapat dilakukan pendekatan berdasarkan perhitungan
ratio rendemen antara Dura dan Tenera adalah 20.00 % : 22.34 %.
Jika dikonversi ke berat tandan maka Berat TBS Dura x 89.5 % +

=

Berat Tenera x 100 = Total berat TBS.
Tabel 1
| | RENDEMEN | RENDEMEN UMUR
NO | BERAT TBS TENERA DURA TANAMAN
(KG) CPO% |PK% | CPO% | PK% | TAHUN
1. 13.0s.d49 1750 | 3.67 | 1566 | 4.03 3
2. (5.0s.d5.9 19.07 | 4.13 | 17.06 | 4.54 4
3. 16.0sd7.4 1003 | 470 | 17.83 | 5.17 5
4. 17,5s.d8.9 20.84 | 4.85 | 18.32 | 5.26 6
5 190sd109 | 20.75 | 479 | 1857 | 5.33 7
6. [11.0s.d13.5| 21.22 | 5.02 | 18.99 | 5.52 8
7. 1135sd15.2 | 2160 | 5.03 | 19041 | 5.53 0
8. |>15.4 22.34 | 5.03 | 19.99 | 5.53 10-20
g | 2027 5051 1003 (5233 21
10, |- 21.92 | 5.05 | 1961 | 3552 | 22
11. |- 2166 | 5.05 | 19.38 | 5.53 23
12, |- 20.80 | 5.05 | 18.61 | 5.53 24
13. |- 20.03 | 5.05! 17.02 | 5,53 25
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8. TATA CARA PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN
a. Kelembagaan Pekebun (atas nama semua Pekebun) menyerahkan
TBS kepada Perusahaan Perkebunan inti sesuai dengan perjanjian.
b. penetapan Berat TBS di pabrik dilakukan oleh Perusahaan
Perkebunan inti/mitra dan disaksikan oleh petugas yang mewakili
Kelembagaan Pekebun.
1) petugas yang mewakili Kelembagaan Pekebun mencatat Tonase
TBS masing-masing anggota dan tembusannya disampaikan
kepada Perusahaan Perkebunan inti/ mitra.
2) Bl a angkut TBS dari kebun sampai ke pabrik menjadi beban
un
3) TBS pekebun dibayarkan oleh Perusahaan Perkebunan inti
telah diky urangi kewajiban-kewajiban Pekebun sesuai dengan
ketentuan. pembayaran dilakukan minimal 1 (satu) kali sebulan
atau berdasarkan kesepakatan bersama antara Kelembagaan
Pekebun dengan Perusahaan Perkebunan inti

9. SANKSI
1. Sanksi diberlakuka

L. WXL RT3 AL 483, 23

berikut:

E'J

» bagi seluruh TBS yang diolah di pabrik sebagai

a. Buah mentah (gabungan {raksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar
50 % x berat BM x berat TBS yvang diterima
dengan pengertian:

angka 50 % : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah
buah mentah
BM persentase buah sangat mentah
b. Buah lewat matang didenda sebesar 25 % x (BLM - 5 %) x berat TBS
yang diterima, dengan pengertian:
angka 25 % : banyaknya brondolan yang tidak terkutip
karena lewat matang
BLM . persentase jurnlah buah lewat matang
angka 5% . batasan BLM vang diperbolehkan
c. Tandan kosong didenda sebesar 100 % x TK x berat TBS vang
diterima dengan pengertian:
TK : persentase jumlah tandan kosong

d. Buah Gagang Panjang (BGP) didenda sebesar 1 % x BG x berat
TBS yang diterima
dengan pengertian:

angka 1 % . perkiraan berat gagang panjang dan berat
TBS

BGP . persentase jumlah tandan  bergagang
paniang

e. Brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5% didenda sebesar 30

% x (12,5 %- X) x berat TBS yang diterima,

dengan pengertian

Angka 30 % ¢ kadar minvak dan inti sawit dalam brondolan

X : persentase jumlah brondolan yang dikirim
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f. Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda
sebesar 2x berat kotor

g. DBrondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda
sebesar 2x berat kotor

h. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 Kg per tandan, jika
kurang dari 3 Kg per tandan didenda sebesar 70 % x berat TBS
yang diterima

TBS yang diterima di pabrik Perusahaan Perkebunan inti/mitra lebih
dari 24 (dua puluh empatjjam setelah panen dikenakan denda
pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan sanksi dan atau insentif
tersebut diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan dan
Pekebun/Kelembagaan Pekebun
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